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ABSTRACT 

 
Non-communicable diseases (NCDs) remain a major challenge in Indonesia's health system 

due to their high incidence, the need for long-term treatment, and their impact on national 

health financing. The government, through the National Health Insurance (JKN) program 

managed by BPJS Kesehatan, strives to ensure access to health services for the community, 

including the treatment of NCDs in various health care facilities. However, the 

implementation of the BPJS Kesehatan program in supporting NCD services still faces a 

number of obstacles in various regions. This study aims to systematically analyze the 

implementation of the BPJS Kesehatan program in supporting non-communicable disease 

services in Indonesia. The research method used is a systematic review with reference to the 

PRISMA guidelines. Articles were searched through the PubMed, Google Scholar, and 

ScienceDirect databases with a publication range of the last five years (2021–2025). 

Selected articles were screened based on inclusion and exclusion criteria relevant to the 

research topic. The results of the study show that the BPJS Kesehatan program contributes 

to improving access to and continuity of treatment services for NCD patients. However, 

various challenges remain, including limited partner health facilities, referral financing 

disparities, and suboptimal implementation of promotive and preventive services. The 

conclusion of this study shows that BPJS Kesehatan plays an important role in strengthening 

PTM services in Indonesia. Therefore, it is necessary to strengthen policies, increase the 

capacity of health care facilities, and optimize promotional and preventive efforts to support 

sustainable PTM services. 
 

Keywords: BPJS Health; non-communicable diseases (NCDs); national health insurance 

(JKN); health services; health financing 
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ABSTRAK 

 
Penyakit tidak menular (PTM) hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam sistem 

kesehatan Indonesia karena tingginya angka kejadian, kebutuhan pengobatan jangka 

panjang, serta dampaknya terhadap pembiayaan kesehatan nasional. Pemerintah melalui 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan berupaya menjamin 

akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk dalam penanganan PTM di berbagai 

fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, implementasi program BPJS Kesehatan 

dalam mendukung pelayanan PTM masih menghadapi sejumlah kendala di berbagai 

wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis implementasi program 

BPJS Kesehatan dalam menunjang pelayanan penyakit tidak menular di Indonesia. Metode 

penelitian yang digunakan adalah systematic review dengan mengacu pada pedoman 

PRISMA. Pencarian artikel dilakukan melalui database PubMed, Google Scholar, dan 

ScienceDirect dengan rentang publikasi lima tahun terakhir (2021–2025). Artikel yang 

dipilih diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang relevan dengan topik 

penelitian. Hasil telaah menunjukkan bahwa program BPJS Kesehatan berkontribusi dalam 

meningkatkan akses dan kontinuitas pelayanan pengobatan bagi pasien PTM. Meskipun 
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demikian, masih ditemukan berbagai tantangan, antara lain keterbatasan fasilitas kesehatan 

mitra, ketimpangan pembiayaan rujukan, serta belum optimalnya pelaksanaan pelayanan 

promotif dan preventif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan 

memiliki peran penting dalam memperkuat pelayanan PTM di Indonesia. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, serta 

optimalisasi upaya promotif dan preventif guna mendukung pelayanan PTM yang 

berkelanjutan. 

 

Kata kunci: BPJS Kesehatan; Penyakit tidak menular (PTM); Jaminan kesehatan nasional 

(JKN); Pelayanan kesehatan; Pembiayaan kesehatan 

 
 

PENDAHULUAN 

Penyakit tidak menular (PTM) menjadi 

masalah kesehatan utama di dunia dan di 

Indonesia(1). Penyakit tidak menular 

(PTM) merupakan masalah kesehatan 

utama di tingkat global dan nasional(2). 

Menurut WHO (2022), PTM 

menyumbang sekitar 74% dari seluruh 

kematian dunia, dengan penyakit 

kardiovaskular, kanker, diabetes melitus, 

dan penyakit pernapasan kronis sebagai 

penyebab utama(3)(4)(5). Di Indonesia, 

beban PTM juga sangat tinggi, di mana 

sekitar 73% kematian disebabkan oleh 

PTM.(6)(7) Data Riskesdas 2018 

menunjukkan peningkatan prevalensi 

PTM, seperti hipertensi dan diabetes 

melitus, yang berdampak langsung pada 

meningkatnya kebutuhan pelayanan 

kesehatan serta pembiayaan melalui 

Program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan.(8)(9)  

PTM terjadi akibat kurangnya aktivitas 

fisik, merokok, dan pola makan yang tidak 

sehat.(10) Ketiga faktor tersebut menjadi 

faktor pendorong terjadinya gangguan 

metabolic seperti hipertensi (tekanan darah 

tinggi), hiperglikemia (kenaikan kadar 

gula darah), dan dislipidemia (peningkatan 

kadar lemak darah), yang akhirnya 

meningkatkan risiko terjadinya penyakit 

jantung, diabetes melitus, dan stroke 

pernyataan tersebut menurut Global Status 

Report on NonCommunicable Diseases. 
(11)(12) 

Pertumbuhan penyakit tidak menular 

yang semakin cepat berkaitan erat dengan 

perubahan pola hidup masyarakat. Pola 

hidup yang kurang sehat, seperti 

rendahnya aktivitas fisik, konsumsi 

makanan tinggi gula dan lemak, serta 

kebiasaan merokok, meningkatkan 

kerentanan masyarakat terhadap PTM. 

Menurut data WHO 2021, mayoritas 

kematian akibat PTM terjadi di negara-

negara berpenghasilan rendah dan 

menengah seperti Indonesia, yang 

umumnya memiliki sistem pelayanann 

Kesehatan yang belum memadai untuk 

mengatasi peningkatan penyakit 

tersebut.(13) Secara perlahan kondisi ini 

terus berkembang dan memberikan dampak 

besar bagi sistem Kesehatan serta kualitas 

hidup masyarakat.(14) PTM bukan hanya 

masalah kesehatan pribadi tetapi juga 

berdampak luas pada ekonomi dan 

kehidupan sosial, seperti peningkatan biaya 

pengobatan, hilangnya produktivitas kerja, 

dan menurunnya kualitas hidup 

masyarakat.(15) Akibatnya, beban terhadap 

layanan jaminan Kesehatan seperti BPJS 

Kesehatan meningkat, karena harus 

menanggung biaya perawatan jangka 

Panjang yang semakin tinggi.  

BPJS Kesehatan merupakan Lembaga 

yang bertanggung jawab dalam 

menyelenggarakan program jaminan 

Kesehatan nasional di Indonesia(16). 

Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial.(17) Dalam pelaksanaannya, BPJS 

Kesehatan memberikan perlindungan 

Kesehatan bagi keseluruhan peserta melalui 

dua jenis pelayanan utama, yaitu layanan 

Kesehatan Tingkat pertama dan layanan 

rujukan tingkat lanjutan.(18) Fasilitas 

kesehatan Tingkat pertama yang 

ditanggung mencakup administrasi 

pelayanan, upaya promotif dan preventif, 

pemeriksaan serta tindakan medis umum, 

pemberian obat-obatan, transfuse darah, 
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pemeriksaan laboratorium dasar, hingga 

rawat inap Tingkat pertama sesuai 

kebutuhan medis.(19)(20) 

Pelayanan Kesehatan rujukan Tingkat 

lanjutan yang dijamin BPJS Kesehatan 

mencakup layanan rawat jalan dan rawat 

inap.(21) Untuk layanan rawat jalan, 

cakupan manfaat meliputi administrasi 

pelayanan, konsultasi dan tindakan medis 

dari dokter spesialis maupun  subspesialis, 

pemberian obat-obatan, pemakaian alat 

Kesehatan implant, pemeriksaan lanjutan 

sesuai pertimbangan medis, tranfusi darah, 

layanan rehabilitas medis, pelayanan 

kedokteran forensik, serta penanganan 

jenazah di fasilitas Kesehatan.(22)(23)(24) 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis secara sistematis 

implementasi program BPJS Kesehatan 

dalam pelayanan kesehatan penyakit tidak 

menular (PTM) di Indonesia.(25) Mengingat 

PTM menjadi penyebab kematian terbesar 

dan berdampak besar pada beban 

pembiayaan nasional, evaluasi terhadap 

efektivitas program BPJS kesehatan sangat 

diperlukan. Penulisan ini dilakukan untuk 

menilai sejauh mana kebijakan BPJS 

kesehatan mampu melayani akses dan 

kualitas layanan PTM, meninjau faktor 

penghambat pelaksanaan program, serta 

menggambarkan presepsi tenaga 

kesehatan dan peserta program. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

landasan bagi perumusan kebijakan yang 

lebih adaptif dan berkelanjutan, serta 

mendorong optimalisasi pelayanan 

kesehatan PTM di Indonesia. 
 

METODE 

Penelitian ini dimulai tanggal 2 Mei – 

22 Mei 2025 dengan menggunakan studi 

systematic review, artikel yang digunakan 

berkaitan tentang implementasi program 

BPJS Kesehatan dalam menunjang 

pelayanan penyakit tidak menular (PTM) 

di Indonesia. Systematic review yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan 

berpedoman pada preferred reporting 

items for systematic reviews and meta-

analyses (PRISMA 2020)(26) melalui tahap 

identification screening, eligibility, dan 

inclusion (Gambar 1). Tahapan yang 

pertama adalah tahap identifikasi, dengan 

mencari artikel pada database PubMed, 

google scholar, dan SinceDerect. Pencarian 

dilakukan dengan menggunakan kata kunci 

“BPJS kesehtan”, “JKN”, “pembiayaan 

BPJS Kesehatan”, “PTM peserta BPJS 

Kesehatan” dalam Bahasa Indonesia dan 

Bahasa inggris untuk mendapatkan artikel 

yang sesuai dengn kriteria.  

Tahap yang kedua adalah skrining, 

pencarian artikel dari ketiga database 

(PubMud, Google Scholar, dan 

SinceDerect) menggunakan teknik 

advanced search yaitu pencarian lanjutan 

menggunakan filter atau kriteria khusus 

untuk mendapatkan artikel jurnal yang 

lebih spesifik dan relevan. Tahap ketiga, 

menyeleksi artikel berdasarkan kesesuaian 

judul dan ringkasan (abstrak) dengan topik 

penelitian. Keempat, membaca isi lengkap 

artikel untuk menilai kesesuaian artikel 

yang diambil. Kelima, dilakuka penilaian 

kelayakan artikel. Pada tahapan ini, artikel 

disaring Kembali untuk memastikan hanya 

yang benar-benar memenuhi syarat yang 

akan digunakan. 

Adapun kriteria inklusi dalam 

penelitian ini adalah; artikel yang 

membahas terkait implementasi program 

BPJS Kesehatan dalam pelayanan PTM, 

konteks studi berada di Indonesia, tersedia 

dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa 

inggris, akses penuh (full-text), bukan 

jurnal yang sudah di literature review, dan 

artikel berupa jurnal ilmiah yang 

dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir 

(2020-2025). Sementara itu, artikel yang 

tidak menyebutkan secara langsung 

keterkaitan antara BPJS Kesehatan dan 

pelayanan PTM, duplikasi dari database 

yang berbeda, artikel tentang systematic 

literature review, artikel tentang BPJS 

ketenagakerjaan, dan artikel yang 

dipublikasikan sebelum tahun 2020 atau 

lebih dari 5 tahun yang lalu langsung di 

eksklusikan. Penilaian kelayakan artikel 

dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan 

eksklusi. Artikel yang diinklusi adalah 

penelitian terkait implementasi BPJS 

Kesehatan pada pelayanan PTM di 

Indonesia, tersedia full-text, dan relevan 

dengan tujuan penelitian. Artikel yang tidak 

relevan, duplikat, dan non-penelitian 
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dikecualikan dari analisis. 

 
 

Gambar 1. PRISMA 2020 diagram flow 

HASIL 

Berikut adalah tabel ringkasan dari 

jurnal yang menjadi dasar dalam menjawab 

rumusan pertanyaan penelitian (RQ), yang 

meliputi; implementasi kebijakan BPJS 

Kesehatan, kontribusi terhadap akses dan 

layanan, persepsi tenaga Kesehatan dan 

pasien, serta tantangan dan hambatan 

pelaksanaannya. 

 

Tabel 1. Hasil Temuan Studi tentang Implementasi BPJS Kesehatan pada PTM 

No 

Peneliti dan 

Tahun Terbit Judul Metode 

Hasil 

Implementasi BPJS 

kesehatan  

Penanganan PTM 

1 Latifah et al., 

(2022) 

Analisis pelaksanaan 

PRORAM pengelolaan 

penyakit kronis 

(PROLANIS) pada 

pasien diabetes militus 

peserta BPJS 

Kesehatan di 

Puskesmas Rejosari 

Kota Pekanbaru 

Penelitian kualitatif 

dengan pendekatan 

fenomenologi, melalui 

observasi dan 

wawancara. Partisipan: 

kepala RS, penanggung 

jawab program, 3 pasien 

prolanis dan pelaksana. 

Program PROLANIS di 

puskesmas rejosari 

sepenuhnya dibiayai oleh 

BPJS kesehatan, namun 

dalam pencairan dana 

terkendala karena 

kurangnya pemahaman 

petugas dalam prosedur 

klaim dan sering terlambat 

menyerahkan laporan. 

Sarana prasarana memadai, 

namun PROLANIS hanya 

berjalan 3 dari 5 program 

karena kurangnya SDM, 

petugas tidak mendapatkan 

pelatihan, dan petugas 

tidak terfokus. 
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No 

Peneliti dan 

Tahun Terbit Judul Metode 

Hasil 

Implementasi BPJS 

kesehatan  

Penanganan PTM 

2 Sapari &  
Sulistiadi, 

(2023) 

Skrining riwayat 

kesehatan digital BPJS 

untuk mendeteksi 

faktor risiko penyakit 

tidak menular (PTM) 

Jenis penelitian kualitatif 

dengan studi kasus. Data 

dikumpulkan melalui 

wawancara, FGD, dan 

obsrvasi. Partisipan: KI, 

K2, PK serta 10 peserta 

JKN di puskesmas 

celibut (5 sudah, 5 belum 

isi skrining) 

Skrining digital BPJS 

bertujuan untuk deteksi 

dini PTM, namun 

pencapaiannya rendah 

(38%) karena sosialisasi 

yang minim, hanya 

ditangani satu petugas 

tanpa SOP, serta akses 

peserta terbatas terkendala 

teknologi dan informasi. 

Skrining belum efektif 

mendeteksi kasus baru 

PTM karena banyak 

peserta risiko tinggi sudah 

terdiagnosis. Proses 

pengisian Panjang dan sulit 

bagi lansia, ditambah lagi 

minim pemahaman dan 

akses, membuat 

dampaknya terhadap 

pencegahan masih rendah. 

3 Dwiyatna et 

al., (2024) 

Analysis of adherence 

and factors affecting 

insulin therapy 

outcomes in 

outpatients whith 

diabetes mellitus 

Penelitian ini merupakan 

kuantitatif dengan desain 

cross-sectional 

menggunakan purposive 

sampling pada pasien 

rawat jalan diabetes tipe 

2 yang menjalani terapi 

insulin minimal 2 bulan. 

 

BPJS menanggung 

pengobatan diabetes 

termasuk insulin, namun 

keberhasilan terapi rendah. 

Kendalanya kepatuhan 

pasien rendah dan biaya 

rawat inap tetap tinggi 

karena pendekatan 

promotive dan prefentif 

belum optimal. 

Penanganan DM tipe 2 

terkendala kepatuhan 

rendah (33,3%) dan target 

gula darah belum tercapai. 

Faktor seperti durasi 

insulin, pengetahuan, dan 

kesulitan terapi 

memengaruhi hasil 

sehingga dibutuhkan 

edukasi dan dukungan 

berkelanjutan. 

4 Fitrianingsih 

et al., (2025) 

In-hospital costs of 

diabetic foot infection 

at a national referral 

hospital in Jakarta, 

Indonesia  

Cross-sectional 

kuantitatif pada 213 

pasien DFI >18 thn 

menggunakan 

consecutive sumpling 

dan tinjauan rekam 

medis 

Sebanyak 99% pasien DFI 

di RSCM ditanggung 

BPJS, namun tarif INA-

CBGs tidak mencukupi 

biaya rill. Rata-rata biaya 

amputasi Rp69,91 juta, 

sementara tarif tertinggi 

hanya Rp42,3 juta, 

menunjukkan pembiayaan 

BPJS belum optimal untuk 

kasus DFI kompleks dan 

mahal. 

Sebagian besar pasien 

(98,6%) diabetes tipe 2 

rata-rata durasi 9 tahun dan 

rawat inap 20 hari, disertai 

komorbid sudah 

komplikasi karena layanan 

primer belum optimal. 

Diperlukan edukasi, 

monitoring, dan sistem 

rujukan terpadu. 

5 Nugraheni et 

al., (2023) 

Effects of the COVID-

19 pandemic on 

cardiovascular disease 

financing in Indonesia 

(JKN claims data 

analysis 2019-2020) 

Studi deskriptif cross-

sectional kuantitatif dari 

data skunder klaim BPJS 

2029-2020 pada pasien 

kardiovaskuler seluruh 

usia dan jenis kelamin. 

 

Pandemi turunkan klaim 

JKN 31,2%, BPJS 

kembangkan aplikasi 

mobile JKN, tapi 

telemedisin terbatas. Perlu 

perluasan layanan digital 

dan promotive preventif. 

Penanganan PTM turun 

28% selama pandemi 

karena pembatasan 

aktivitas, risiko komplikasi 

dan biaya meningkat. 

Kelompok muda tunda 

pengobatan, lansia tetap 

akses. Butuh fokus pada 

deteksi dini, eduksi, dan 

teknologi. 

6 Khoirunnisa et 

al., (2024) 

Economic evaluation 

of trastuzumab in 

HER2-positive early 

breast cancer in 

Indonesia: a cost-

effectiveness analysis 

Penelitian kuantitatif 

economic evaluation 

menggunakan data 

sekunder klaim BPJS 

2020 dan uji klinis 

HERA, NSABP B-

31,NCCTG N9831. 

Data klaim BPJS 2020 

menunjukkan trastuzumab 

cross-effective (ICER 

US$6.842/QALY), harus 

dibiayai penuh terutama 

pasien <40 tahun. 

kendalanya evektifitas dari 

uji klinis luar negri kurang 

representative untuk 

Indonesia. 

Trastuzumab efektif untuk 

pasien HER2-positif <40 

tahun dan coss-effective 

untuk semua usia. Evaluasi 

ekonomi penting untuk 

alokasi anggaran. 

Kendalanya dari 

kurangnya edukasi pasien, 

biaya dan pembiayaan 
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PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan review dari 10 artikel 

ilmiah yang membahas implementasi 

program BPJS Kesehatan dalam pelayanan 

penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia. 

Hasil systematic review menunjukkan 

bahwa BPJS Kesehatan memiliki peran 

yang signifikan dalam mendukung 

pembiayaan dan akses pelayanan PTM, 

namun masih menghadapi berbagai 

tantangan dalam pelaksanaannya. 

Pembahasan berikut berdasarkan rumusan 

pertanyaan penelitian (research questions) 

sebagai berikut: 

A. Implementasi kebijakan BPJS 

Kesehatan 

No 

Peneliti dan 

Tahun Terbit Judul Metode 

Hasil 

Implementasi BPJS 

kesehatan  

Penanganan PTM 

BPJS tinggi, tennga medis 

terbatas. 

7 Hafidz et al. 

(2024) 

Economic evaluation 

of cervical cancer 

screening by HPV 

DNA, VIA, and pap 

smear methods in 

Indonesia 

Penelitian kuantitatif 

coss-effectiveness dengan 

pendekatan evaluasi 

ekonomi menggunakan 

data sekunder rumah 

sakit, e-katalog, dan 

survei pasien. 

 

Data BPJS VIA murah, 

pap smear 5 tahun paling 

coss-efektive. HPV DNA 

mahal, effektif jika harga 

turun ke USD8,76. 

rekomentadi transisi ke 

HPV DNA dengan 

dukungan BPJS kesehatan 

Skrining serviks dengan 

pap smear dan HPV DNA 

lebih efektif menurunkan 

kanker dtadium lanjut 

dibandingkan VIA. HPV 

DNA sensitive, walau 

biaya awal tinggi, hemat 

biaya jangka Panjang. 

Untuk kedepannya krining 

HPV DNA 5 tahun secara 

bertahap di Indonesia. 

8 Ahsan et al. 

(2025) 

Correlation between 

economic status and 

severity of type 2 

diabetes mellitus in 

Indonesia: analysis of 

claim data from the 

national health 

insurance schame, 

2018-2022 

Studi kuantitatif cross-

sectional dengan analisis 

sekunder BPJS dari 

2.989.618 klaim 

kunjungan pasien 

diabetes tipe 2 rumah 

sakit sekunder (2028-

2022). 

Meski BPJS menjamin 

semua peserta, pasien 

diabetes PBI berisiko 

penyakit berat lebih tinggi 

dari non-PBI, 

menunjukkan akses dan 

kualitas layanan belum 

merata. 

Pasien DM tipe 2 PBI 

datang dengan kondisi 

parah akibat control 

glukosa buruk dan 

keterlambatan 

penanganan.faktor usia, 

Perempuan dan layanan 

terbatas memperburuk 

kondisi. Prolanis perlu 

diperluas untuk menangani 

PTM. 

9 Sunariyanti et 

al. (2023) 

Cost analysis of 

chronic kidney disease 

patients in Indonesia 

 

 

 

 

 

Studi kuantitatif cross-

sectional cost analysis 

dengan purposive 

sampling pada pasien 

rawat inap 6 RS kelas A, 

B, dan swasta di regional 

1 dan 3 analisis uji 

Mann-Whitney. 

GGK jadi biaya tertinggi 

kedia BPJS, terutama dari 

hemodialisis. Perbedaan 

tarif antar rumah sakit dan 

wilayah disebabkan 

ketimpangan, biaya rill 

sering melebihi tarif INA-

CBGs. Perlu pertinjauan 

ulang pembiayaan agar 

sesuai beban aktual. 

Hemodialisis jadi layanan 

termahal (Rp 8,6 

juta/pasien/tahun). biaya 

tergantung keparahan, 

komorbiditas, dan Lokasi 

RS. Perlu efisiensi dan 

penyesuaian tarif untuk 

mendukung penanganan 

PTM di Indonesia. 

10 Suryanegara 

et al. (2023) 

Financing problems in 

radiotherapy for 

breast cancer patients 

in Yogyakarta, 

Indonesia: a cohort 

retrospective study 

Kuantitatif kohort 

retrospektif dengan 

analisis data rekam 

medis dan klaim 

radioterapi pasien kanker 

payudara di Yogyakarta, 

membandingkan OTT 

dan penyelesaian 

pengobatan berdasarkan 

status JKN. 

Tidak ada perbedaan 

signifikan OTT dan 

completion rate antara 

JKN-PBI dan JKN-NON-

PBI. Masalah utama bukan 

pada asuransi tetapi pada 

aspek sistemik layanan. 

Radioterapi sebagai 

penanganan kanker 

payudara belum optimal 

karena complication rate 

rendah dan banyak 

interupsi, sehingga 

efektivitas terapi menurun, 

terlepas dari status asuransi 

pasien. 
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Implementasi kebijakan BPJS 

Kesehatan dalam pelayanan PTM 

menunjukkan adanya Upaya pemerintah 

dalam menjamin aksespelayanan 

Kesehatan yang berkelanjutan. Dari jurnal 

yang di review, secara keseluruhan 

menyatakan bakaw BPJS Kesehatan telah 

menanggung pembiayaan pelayanan PTM, 

mulai dari skrining dini, pengobatan, 

hingga perawatan penyakit komplikasi di 

berbagai fasilitas Kesehatan. Latifah et al. 

(2022), menunjukkan bahwa program 

PROLANIS untuk pasien diabetes millitus 

di puskesmas rejosari dibiayai sepenuhnya 

oleh BPJS. Namun implementasinya masih 

terhambat oleh kurangnya pemahaman 

petugas dalam pencairan dana dan SDM 

yang belum memadai.(27) Sapari & 

Sulistiadi, (2023), membahas skrining 

digital PTM oleh BPJS Kesehatan yang 

bertujuan untuk mendeteksi dini risiko 

penyakit kronis. Meskipun program ini 

inovatif, implementasinya belum efektif 

karena keterbatasan sosialisasi dan 

infrastruktur digital.(28) Dwiyatna et al., 

(2024), menemukan bahwa meskipun BPJS 

menanggung terapi insulin bagi pasien DM 

type 2, Tingkat kepatuhan pasien masih 

rendah dan aspek promotif dan preventif 

belum berjalan optimal.(29) 

Implementasi BPJS Kesehatan dalam 

layanan PTM telah berjalan dengan 

structural, namun belum merata dan belum 

optimal di berbagai wilayah dah level 

layanan. Dibutuhkan penguatan 

manajemen, pembiayaan erbasis kebutuhan 

rill, serta integrasi lintas layanan primer dan 

rujukan untuk meningkatkan efetivitas 

implementasi. 

B. Kontribusi Program BPJS 

Kesehatan  

Program BPJS Kesehatan memberikan 

kontribusi secara signifikan dalam 

meningkatkan akses pelayanan bagi pasien 

Penyakit Tidak Menular (PTM). Pasien 

PTM seperti diabetes melitus, penyakit 

kardiovaskular, kanker bahkan gagal ginjal 

kronis mendapatkan layanan yang lebih 

terjangkau dikarenakan adanya skema 

pembiayaan JKN. Studi Fitrianingsih et al., 

(2025) menunjukkan bahwa adanya hampir 

seluruh pasien infeksi kaki diabetik di 

RSCM dibiayai oleh BPJS, menandakan 

adanya perluasan akses pembiayaan pada 

kasus yang kompleks dan mahal(30). Selain 

itu, Nugraheni et al., (2023) menemukan 

adanya terapi kanker payudara dengan 

Trastuzumab termasuk layak mendapatkan 

biaya BPJS, terutama untuk pasien di usia 

muda. Hal ini membuka akses yang lebih 

luas terhadap pengobatan kanker yang 

mahal.(31) 

Adanya peningkatan akses juga terlihat 

pada layanan rawat jalan dan rawat inap. 

Khoirunnisa et al., (2024) melaporkan 

bahwa BPJS telah menanggung sebagian 

besar biaya hemodialisis bagi pasien gagal 

ginjal kronik, walaupun terdapat adanya 

ketidakseimbangan tarif(32). Dwiyatna et al., 

(2024) menunjukkan adanya pembiayaan 

insulin untuk pasien rawat jalan, meskipun 

kualitas dan keberhasilan pengobatan harus 

masih perlu ditingkatkan (29). Selain itu, 

BPJS mengembangkan aplikasi Mobile 

JKN selama Pandemi COVID-19, sehingga 

pasien Penyakit Tidak Menular dapat 

melakukan konsultasi daring meskipun 

layanan digital masih terbatas. Akan tetapi, 

meskipun akses pelayanan meningkat 

kualitas layanan belum sepenuhnya 

normal.(31) Fasilitas layanan primer belum 

mampu menahan masalah PTM secara 

efektif, sehingga banyak pasien baru 

tertangani saat terjadi komplikasi.(30) 

Terdapat juga adanya kesenjangan kualitas 

layanan antar wilayah dan kelas rumah sakit 

Program Preventif masih tergolong lemah, 

Contohnya Skrining Penyakit Tidak 

Menular yang masih tergolong rendah yang 

mencapai 38%.(28) 

Dengan demikian, dapat disimpuljan 

bahwa Program BPJS Kesehatan sangat 

berperan penting dalam meningkatkan 

akses finansial dan jangkauan layanan 

PTM. Namun untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan, perlu dilakukan penguatan atau 

memaksimalkan dalam layanan primer, 

sistem rujukan, edukasi pasien dan perlu 

penyesuaian tarif yang berdasarkan 

kebutuhan nyata dan hasil pengobatanan 

pasien. 

C. Presepsi Tenaga Kesehatan Dan 

Pasien 

Presepsi tenaga Kesehatan dan pasien 

terhadap layanan PTM dalam program 

BPJS Kesehatan bermacam-macam, 
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persepsi tenaga kesehatan dan pasien 

terhadap layanan Penyakit Tidak Menular 

(PTM) yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan 

menunjukkan berbagai respon yang 

beragam. Di salah satu sisi baik dari tenaga 

kesehatan ataupun pasien mengakui bahwa 

adanya keberadaan BPJS sangat membantu 

dalam memberikan layanan pengobatan 

penyakit kronis tanpa adanya hambatan 

biaya. Program seperti Prolanis dianggap 

bermanfaat untuk layanan dalam jangka 

panjang bagi pasien Penyakit Tidak 

Menular (PTM), dan sebagian besar 

pembiayaan termasuk contohnya untuk 

tindakan medis seperti amputasi dan terapi 

kanker ditanggung oleh BPJS sehingga 

meringankan ekonomi bagi pasien.  

Akan tetapi persepsi positif ini juga 

terdapat sejumlah kelemahan yang 

dirasakan oleh kedua belah pihak. Tenaga 

Kesehatan menyampaikan keluhan terkait 

adanya prosedur administrasi klaim yang 

rumit dan lambat, hingga adanya 

keterbatasan jumlah beserta pelatihan 

SDM, sehingga minimnya adanya 

dukungan struktural dari BPJS untuk 

kegiatan preventif. Di sisi lain, pasien juga 

menghadapi adanya kendala berupa kurang 

atau tidak adanya informasi terkait layanan 

yang tersedia, kesulitan prosedur 

administrasi dan mutu pelayanan yang 

bervariasi terutama di fasilitas kesehatan 

tingkat bawah atau kurang mampu. Pasien 

dari kelompok kurang mampu bahkan 

datang dalam kondisi penyakit yang sudah 

kronis atau sulit disembuhkan dikarenakan 

adanya keterlambatan penanganan dan 

kurangnya edukasi. Hal ini menunjukan 

bahwa meskipun keuangan BPJS 

Kesehatan sudah memberikan kontribusi 

besar, dari sisi pelayanan hingga akses 

informasi masih adanya tantangan yang 

perlu diperbaiki. 

D. Tantangan dan Hambatan 

Pelaksanaan pelayanan PTM yang 

ditanggung oleh BPJS Kesehatan masih 

menghadapi adanya berbagai tantangan 

yang kompleks. Penyebab hambatan utama 

adalah adanya persoalan administratif dan 

pembiayaan, dimana terdapat fasilitas 

kesehatan menghadapi kesulitan dalam 

proses klaim dikarenakan prosedur yang 

rumit dan ketidaksesuaian antara tarif INA-

CBGs dengan biaya real layanan, terutama 

adanya kasus-kasus PTM yang 

memerlukan penanganan kompleks beserta 

berbiaya tinggi. Kondisi ini mengakibatkan 

sejumlah rumah sakit mengalami kerugian 

operasional. Selain itu, adanya keterbatasan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana 

prasana juga menjadi penyebab kendala 

serius dalam pelaksanaan pelayanan, 

khususnya di tingkat pelayanan primer 

yang seharusnya menjadi garda terdepan 

dalam penanganan PTM. Terdapat banyak 

program yang tidak berjalan optimal 

dikarenakan kekurangan petugas yang 

handal atau terlatih dan distribusi tugas 

yang belum terstruktur. Perbedaan 

pelayanan antar wilayah dan antar kelas 

peserta juga dapat memperburuk keadaan, 

dimana pasien dari kelompok ekonomi 

menengah kebawah (PBI) sering datang 

dalam kondisi yang telah parah dikarenakan 

keterlambatan diagnosis dan kurangnya 

edukasi. Sementara itu, kegiatan promotif 

dan preventif yang seharusnya menjadi 

landasan utama dalam pengendalian PTM 

masih kurang dijalankan secara optimal. 

Program skrining yang telah tersedia juga 

belum menjangkau seluruh peserta secara 

merata diakibatkan rendahnya sosialisasi 

dan adanya keterbatasan akses teknologi. 

Selain itu, upaya digitalisasi pelayanan 

seperti pengembangan mobile JKN dan 

konsultasi daring juga masih terdapat 

kendala regulasi dan kesiapan fasilitas 

kesehatan. Terdapat banyaknya tantangan 

menunjukan bahwa keberhasilan pelayanan 

PTM oleh BPJS Kesehatan tidak hanya 

bergantung pada pembiayaan, tetapi juga 

pada efektivitas sistem, kesiapan sumber 

daya dan pemerataan akses di seluruh 

masyarakat. 

 

SIMPULAN 

Dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan 

telah memberikan kontribusi nyata dalam 

memperluas akses pelayanan Kesehatan 

bagi penderita PTM, meskipun 

pelaksanaannya masih menghadapi 

berbagai tantangan. Penelitian ini 

bermanfaat sebagai rujukan dalam 

pengembangan kebijakan Kesehatan, 

terutama dalam memperbaiki sistem 

jaminan sosial agar lebih adaptif, inklusif, 
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dan berkelanjutan. Bagi Masyarakat, 

temuan ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya pemanfaatan 

program BPJS, khususnya untuk 

pencegahan dan pengelolaan penyakit 

kronis. Untuk mendukung keberlanjutan 

program, disarankan agar BPJS Kesehatan 

dan pemerintah memperkuat layanan 

promotive dan preventif, mempermudah 

alur pelayanan administrasi, serta 

memastikan ketersediaan fasilitas dan 

tenaga Kesehatan yang merata di seuruh 

wilayah Indonesia. 
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